
 

 

 

 
 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR  9  TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

AMBANG BATAS PENGELOLAAN BELANJA PADA 
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur Ambang Batas 
Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Umum Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan Direktur Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana 
tersebut dalam Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah  Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 
445/RSUD/1944 Tanggal 31 Desember 2019, maka dipandang 

perlu ditetapkan dalam suatu peraturan; 
 

  c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kepulauan Meranti tentang Ambang Batas Pengelolaan 
Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4968); 
 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.664 Tahun 
2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti 

Provinsi Riau; 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti Tahun 2019 Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AMBANG BATAS PENGELOLAAN 
BELANJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH. 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem 
yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
daerah pada umumnya. 



 

 

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah 

sakit milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD RSUD adalah RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

6. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah 

jabatan yang berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk sebagai Pejabat 
Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai 

bendahara umum daerah. 
8. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang 

diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. 

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan 
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen 
rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan 
penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.  

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

 

BAB II 
PENGGUNAAN DANA AMBANG BATAS 

 

Pasal 2 
 

(1) Pengelolaan belanja BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan 
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. 
 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang 
disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA 

yang telah ditetapkan secara definitif. 
 

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap 

belanja BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD. 
 

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran 

persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam 
RBA dan DPA. 
 

(5) Dalam hal belanja BLUD RSUD melampaui ambang batas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari 
Bupati.  
 

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD RSUD mengajukan usulan 
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD. 

 

Pasal 3 
 

(1) Untuk kelancaran pelayanan pada BLUD RSUD, maka dana ambang batas 
dapat digunakan melebihi pagu sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari 
anggaran yang ditetapkan. 
 

(2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. 



 

 

(3) Dana ambang batas dapat dipergunakan untuk biaya kegiatan pelayanan 

dalam tahun anggaran berjalan. 
 

(4) Mekanisme penggunaan dana ambang batas ditentukan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 
2016 tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.  
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 

Ditetapkan di Selatpanjang 
pada tanggal 2 JANUARI 2020 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 
 

                  TTD 
 

I R W A N 
 
 

Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 2 JANUARI 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 
 

        TTD  
 
 

YULIAN NORWIS 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 9 
 
 


